
 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU 

NOMOR   37   TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN  

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah telah didelegasikan kewenangan 

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang 

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan 

Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

b.  bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan 

perundang-undangan di bidang perizinan, maka 

dipandang perlu menyempurnakan dan meninjau kembali 

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan 

Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 

Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

 

SALINAN 



Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

221); 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 

2017 Nomor 2); 

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan 

Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Tahun 2016 Nomor 35), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 

Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 



5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui 

satu pintu. 

7. Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 

dan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih 

sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 

kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non 

perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama 

pemberi wewenang. 

9. Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah 

Daerah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu agar tercapai tujuan tertentu. 

10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 

persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang–undangan. 

11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti 

legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau 

sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–

undangan. 

12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatannya. 

13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik 

(Online Singel Submission) yang selanjutnya disebut 

Sistem OSS adalah Sistem Elektronik terintegrasi yang 

dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 

Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 

15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 



melakukan kegiaan usaha dan sebagai identitas bagi 

Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 

16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti 

pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 

17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha 

yang wajib dipenuhi olah Pelaku Usaha sebelum 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 

selanjunya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang 

diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

Statisik. 

19. e-ptsp adalah aplikasi daerah yang dimiliki oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu untuk 

pelayanan perizinan dan non perizinan. 

20. Sistem Informasi Manjemen Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat SIMBG adalah Sistem Informasi 

Terintergrasi yang digunakan untuk penerbitan 

Persetujuan Bangunan Gedung, Penerbitan Sertifikat Laik 

Fungsi dan penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Banguan 

Gedung baik untuk kepentingan Berusaha maupun Non 

Berusaha. 

21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai 

kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang 

mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas 

penerbitan perizinan dan non perizinan. 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah 

sebagai upaya : 

a. terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan 

perizinan dan non perizinan; 

b. terwujudnya penyelenggaraan perizinan dan non 

perizinan yang cepat, efektif, terintegrasi, efisien, dan 

transparan; dan 

c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi 

pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam memperoleh 

perizinan dan non perizinan. 

 

(2) Tujuan pendelegasian wewenang perizinan dan non 

perizinan kepada DPMPTSP adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan 



ekosistem dan kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas 

perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

BAB II 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

 

Pasal 3 

 

(1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP 

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

(2) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berupa penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan oleh DPMPTSP meliputi : 

a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; 

b. verifikasi dan notifikasi sesuai dengan kewenangan; 

c. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan; dan 

d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan 

non perizinan. 

 

(3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

dilakukan  melalui : 

a. aplikasi OSS; 

b. aplikasi e-ptsp; dan  

c. aplikasi SIMBG. 

 

Pasal 4 

 

(1) Dalam pelaksanaan proses perizinan dan non perizinan 

sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk tim 

teknis penerbitan izin sesuai kebutuhan dan mekanisme 

teknis penerbitan izin. 

 

(2) Tim Teknis penetapan izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) beranggotakan tenaga teknis DPMPTSP dan/atau 

tenaga teknis PD terkait. 

 

(3) Tim teknis penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 



BAB III 

MANAJEMEN PTSP 

 

Pasal 5 

 

Manajemen PTSP meliputi sebagai berikut: 

a. pelaksanaan pelayanan; 

b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c. pengelolaan informasi; 

d. penyuluhan kepada masyarakat; 

e. pelayanan konsultasi; dan 

f. pendampingan hukum. 

 

Pasal 6 

 

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh 

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

 

(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di 

Kabupaten wajib menggunakan Sistem OSS yang 

dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem 

OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

 

(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di 

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok 

rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam 

mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. 

 

(4) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem 

pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 

Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 7 

 

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di 

Kabupaten dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. 



(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri 

atau yang disediakan oleh DPMPTSP. 

 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat 

dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: 

a. pelayanan berbantuan; dan/atau 

b. pelayanan bergerak. 

 

(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP 

dan Pelaku Usaha. 

 

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan 

pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan 

sarana transportasi atau sarana lainnya. 

 

Pasal 8 

 

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila 

pelayanan sistem OSS: 

a. belum tersedia; atau 

b. terjadi gangguan teknis. 

 

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP 

berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan 

tetap berlangsung. 

 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan 

berbantuan dilakukan dengan tahapan: 

a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan 

Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas 

DPMPTSP; 

b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam 

Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan 

c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen 

Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku 

Usaha melalui sarana komunikasi. 

 



(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 

(satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. 

 

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem 

OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 

kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP. 

 

Pasal 9 

 

(1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, 

terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki 

aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan 

Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau 

kantor kelurahan/desa atau nama lain. 

 

(2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor 

kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan 

permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan 

bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP. 

 

(3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS 

oleh perangkat kecamatan atau perangkat keluraha/desa 

atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang 

dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari 

setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa 

pengajuan Perizinan Berusaha di daerah. 

 

Pasal 10 

 

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh 

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

tidak dipungut biaya. 

 

(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan 

retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

(4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, 

Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif 



anggaran kepada daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

 

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan secara 

cepat, tepat, transaparan, adil, tidak diskriminatif, dan 

tidak dipungut biaya. 

 

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: 

a. menerima dan memberikan tanda terima; 

b. memeriksa kelengkapan dokumen; 

c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; 

d. menelaah dan menanggapi; 

e. menatausahakan; 

f. melaporkan hasil; dan 

g. memantau dan mengevaluasi. 

 

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegarasi 

dengan kementerian/lembaga dan PD melalui sistem 

OSS. 

 

Pasal 12 

 

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk 

mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan 

Perizinan Berusaha. 

 

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat 

dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 

Pasal 13 

 

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah 

diakses oleh masyarakat. 



(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: 

a. menerima permintaan layanan informasi; dan 

b. menyediakan dan memberikan informasi terkait 

layanan Perizinan Berusaha. 

 

Pasal 14 

 

(1) penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan 

melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem 

OSS. 

 

(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan dan 

memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat: 

a. profil kelembagaan PD; 

b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan 

c. penilaian kinerja PTSP. 

 

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. 

 

(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat 

tidak dipungut biaya. 

 

(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 15 

 

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf d, meliputi: 

a. hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dan 

masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; 

b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; 

c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan 

Berusaha; 

d. waktu dan tempat pelayanan; dan 

e. tingkat risiko kegiatan usaha. 

 

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat 

dilakukan melalui: 



a. media elektronik; 

b. media cetak; dan/atau 

c. pertemuan. 

 

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP 

berkoordinasi dengan PD teknis secara periodik. 

 

Pasal 16 

 

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf e, paling sedikit: 

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; 

b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan 

c. pendampingan teknis. 

 

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan 

dan/atau daring. 

 

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD 

teknis secara interaktif. 

 

Pasal 17 

 

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf f dilakukan dalam hal terdapat 

permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan 

perizinan yang melibatkan DPMPTSP. 

 

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh PD yang membidangi hukum. 

 

BAB IV 

PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN, 

PENGAWASAN, DAN EVALUASI 

 

Pasal 18 

 

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, 

sedangkan tanggung jawab teknis tetap berada pada PD 

terkait. 



 

Pasal 19 

 

(1) Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan 

terpadu satu pintu bertanggung jawab dan 

menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 

 

(2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan 

perizinan berusaha di Kabupaten kepada Gubernur 

selaku Wakil Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 20 

 

Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan 

non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab PD 

terkait sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mempedomani 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 21 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan 

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang 

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 

Nomor  64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 22 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

Ditetapkan di Baturaja 

pada tanggal,  3 Desember 2021              

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

ttd. 

EDWARD CANDRA 

 

 

Diundangkan di Baturaja 

pada tanggal,  3 Desember 2021                                

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

 OGAN KOMERING ULU, 

 ttd.  

           ACHMAD TARMIZI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

TAHUN 2021 NOMOR 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN OKU, 

 

 

 
YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si 

PEMBINA TINGKAT I 

   NIP. 196406161999032001 

 


